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Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah apa sajakah motif penggelapan 
dana pajak yang terjadi di kota Makassar?, dan bagaimana penggelapan dana pajak 
dalam tinjauan ekonomi Islam?. Dikarenakan banyaknya kasus-kasus pemberitaan 
tentang penggelapan dana pajak, dengan cara melaporkan yang tidak sesuai dengan 
fakta dan menggelapkan dana pajak, dan terkadang bukan cuman para Wajib Pajak 
yang melakukan hal tersebut beberapa pihak pemerintah juga telah melakukan hal 
yang sama. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Motif Penggelapan 
Dana Pajak di Kota Makassardan untuk mengetahui Penggelapan Dana Pajak dalam 
Tinjauan Ekonomi Islam. 
Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, dan data yang 
digunakan ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
langsung dari hasil wawancara langung dengan pihak-pihak terkait, yaitu para aparat 
pajak, masyarakat umum, wajib pajak, serta akademisi pajak. Data sekunder 
merupakan data tambahan untuk menambah informasi yang dapat memperkuat data 
pokok baik berupa majalah, buku, koran maupun dari website. Tehnik pengumpulan 
data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara langsung dengan pihak terkait, 
dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian tentang motif penggelapan dana pajak di wilayah 
kota Makassar dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar ada motif yang 
mempengaruhi adalah motif fisiologis dan motif sosial, dimana motif fisiologis 
dikarenakan faktor kebutuhan ini memicu organisme untuk bertindak atau berperilaku 
untuk memperoleh kebutuhan yang diperlukanuntuk melangsungkan eksistensinya 
sebagai makhluk hidup dengan cara apapun meski dengan cara yang tidak benar, dan 
motif sosial karena adanya rasa ingin diakui dan kebutuhan akan kekuasaan. Sedang 
motif lain yaitu rasa kurang percayanya masyarakat kepada birokrasi pajak. Dan pada 
dasarnya penggelapan dana pajak dalam tinjauan ekonomi Islam hukumnya haram 
dengan termasuk perbuatan yang bathil. 





A. Latar Belakang 
Pajak masih merupakan primadona dan komponen terbesar dalam negeri 
untuk menopang pembiayaan-pembiayaan umum Negara, dan pajak merupakan 
kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyat.  
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam 
menyelenggarakan pemerintahan.Perlunya peraturan perundang-undangan tentang 
perpajakan dibuat adalah untuk menanggulangi banyaknya penyelewengan yang 
berkaitan dengan pajak, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan 
penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, demi untuk 
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat terhadap seluruh pendapatan 





Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian 
penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat 
bermacam-macam tergantung pada pendekatannya.Dari sudut pandang ekonomi, 
pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan 
masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan 
ekonomi masyarakat. Sedangkan dari aspek hukum pajak mempunyai hierarki yang 
jelas dengan urutan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan 
Pemerintah, Keputusan Presiden, dan lain sebagainya. Dari aspek keuangan pajajk 
dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara, kondisi 
keuangan negara dari penerimaan negara tidaklah semata-mata dari minyak dan gas 
bumi melainkan menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. 
Akhir-akhir ini pemerintah Indonesia dihadapkan pada suatu permasalahan, 
yaitu kasus penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh 
wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengatur suatu peristiwa sedemikian 
rupa, untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak, mengurangi atau sama 
sekali menghapus dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang 
ditimbulkan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan 
yang berlaku. Setelah kasus Gayus H.P Tambunan terungkap, satu-persatu kasus 
penggelapan pajak mulai terungkap.Direktorak Jendral (Ditjen) pajak paling tidak 
menemukan tiga kasus penggelapan pajak yang merugikan negara hingga ratusan 
milyar rupiah. Dan kasus mengenai penggelapan dana pajak juga terjadi di Makassar, 




membayarkan pajak dua perusahaan sekaligus, namun pada saat pemeriksaan kedua 
perusahaan tersebut belum membayarkan pajaknya sampai tuntas, setelah diadakan 
penyelidikan, ternyata pegawai yang dipercaya tersebut cuman membayarkan dan 
melaporkan pajak kedua perusahaan tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang 
mestinya dibayarkan dan dilaporkan, pegawai tersebut membawa lari dana pajak 
tersebut dan melarikan diri hingga ke Merauke, Papua, akhirnya pegawai tersebut 
diciduk di Merauke, Papua. 
Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai 
pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena 
itulah, upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, 
karena dana yang dihimpun berasal dari masyarakat (private saving) dan pemerintah 
(public saving). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak sasaran yang disetujui 
adalah meberikan kemakmuran dan kesejahteraan secara merata dengan melakukan 
pembangunan di berbagai sektor. 
Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tindak pidana karena merupakan 
rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh 
penghematan pajak secara melawan hukum (unlawfully), dan penggelapan pajak 
boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (inherent) pada setiap sistem pajak 
yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi.
1
Penggelapan pajak mempunyai risiko 
terdekteksi yang inherent pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan 
                                                          
1





denda.Tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk meminimalkan risiko terdeteksi 
biasanya para pelaku penggelapan pajak akan berusaha menyembunyikan atau 
mengaburkan asal-usul "hasil kejahatan" (proceeds of crime) dengan melakukan 
tindak kejahatan lanjutannya yaitu praktik pencucian uang, agar dapat 
memaksimalkan utilitas ekspektasi  pendapatan dari penggelapan pajak tersebut.
2
Oleh 
sebab itulah tindak kejahatan di bidang perpajakan termasuk salah satu tindak pidana 
asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang. 
Dalam kaitannya bahwa tindak pidana perpajakan sebagai kejahatan asal dari 
pencucian uang tentunya sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian dan 
juga bagi pendapatan negara nasional apalagi jika dilakukan di kota-kota atau daerah-
daerah tertentu akan sangat berpengaruh pada pendapatan daerah, oleh karenanya 
penempatan tindak pidana perpajakan sebagai kejahatan asal dari pencucian uang 
dengan modus pelaku menyembunyikan, mengalihkan harta kekayaan hasil kejahatan 
perpajakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi (economic 
crimes) dan berpengaruh pada pendapatan daerah. Hal ini tentunya memberikan 
gambaran bahwa terdapat hubungan langsung dengan kegiatan kriminalitas 
penggelapan pajak dan pertumbuhan ekonomi
3
 termaksud juga pendapatan daerah. 
Dampak negatif tindak pidana penggelapan dana pajak terhadap 
perekonomian nasional didasarkan pertimbangan bahwa pada dasarnya perpajakan 
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Susno Duaji, Selayang Pandang dan Kejahatan Asal, h. 14 
3
Guiding Principle for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development 




merupakan satu metode transfer sumber daya ekonomis masyarakat (privat) kepada 
negara (public). Pajak dapat dipungut dari aliran arus sumber daya ekonomis (flow of 
resources), dalam bentuk penerimaan penghasilan dan pengeluarannya dan 
persediaan sumber daya ekonomis (stock of resources, dalam bentuk kekayaan) yang 
kesemuanya ada tiga belas titik pengenaan, dipungut dari orang pribadi, badan hukum 
dan subyek lainnya, serta dipungut langsung kepada si pembayar pajak (tax payer) 
dan tidak langsung melalui pihak lain (with holding agent) sebagai pemungut pajak. 
Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dibebankan oleh 
pemerintah atas pendapatan, kekayaan dan keuntungan modal orang pribadi dan 
perusahaan serta hak milik yang tidak bergerak. Dalam konteks penerimaan dan 
pengeluaran daerah sudah pasti pungutan pajak tersebut berdampak langsung 
terhadap sistem keuangan dan pendapatan setiap daerah,dan apa sebenarnya yang 
melatarbelakangi tindakan tersebut, dan apa motif yang menyebabkan mereka mau 
menggelapkan dana pajak. Oleh karena itu kita harus memahami betul bagaimana 
sistem pajak dan penggelapan pajak harap segera dituntaskan dan ditanggulangi 
karena berakibat pada pendapatan daerah dan belanja negara dan menghambat pada 
pertumbuhan pembangunan di beberapa sektor. 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah 
tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul: “Motif Penggelapan Dana Pajak 





B. Rumusan masalah 
Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah:  
1. Apa sajakah motif penggelepan dana pajak yang terjadi di kota Makassar? 
2. Bagaimanakah penggelapan dana pajak dalam tinjauan ekonomi islam? 
 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Sebelum menjelaskan lebih jauh dan lebih detail tentang Motif Penggelapan 
Dana Pajak, terlebih dahulu penulis akan menguraikan fokus penelitian dari judul 
skripsi ini satu persatu yaitu: 
1. Motif 
Motif adalah suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang 
menyebabkan orang tersebut mau bertindak melakukan sesuatu.”4Dapat disimpulkan 
bahwa motif mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap tindakan atau 
perbuatan manusia yang dapat diartikan sebagai latar belakang dari tingkah laku 
manusia itu sendiri. 
2. Penggelapan 
Penggelapan diartikansebagai proses,cara dan perbuatan menggelapkan 
(penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah.
5
Tindakpidana 
penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh 
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M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Badung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990) h. 60 
5









Pajak adalah iuran rakyak kepada kas Negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum.”7Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam 
menyelenggarakan pemerintahan. 
Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tindak pidana karena merupakan 
rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh 
penghematan pajak secara melawan hukum (unlawfully), dan penggelapan pajak 
boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (inherent) pada setiap sistem pajak 
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Garin Tirana, Tindak Pidana Penggelapan. (2 Januari 2014), 
http://garintirana.blogspot.com.(20 Mei 2015). 
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Mardiasmo, Perpajakan Indonesia. (Yogjakarta: Andi, 2011) h.1. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui apa saja motif penggelapan dana pajak di kota Makassar. 
b. Untuk mengetahui tentang penggelapan dana pajak dalam tinjauan ekonomi 
islam. 
2. Kegunaan Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik bagi pihak-pihak 
yang terkait, dunia pendidikan, terutama bagi penulis, adapun kegunaan penelitian 
ini, yaitu: 
a. Pihak Terkait 
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 
pihak-pihak yang terkait di bidang perpajakan terutama menyangkut motif 
penggelapan dana pajak  di kota Makassar. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan 
sebagai  referensi dan acuan tentang penggelapan dana pajak.  
b. Bagi dunia pendidikan 
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  bisa menambah  ilmu  pendidikan  dan 
menjadi  masukan  yang  berguna  bagi  dunia  pendidikan  khususnya mengenai 
motif penggelapan pajak. Dapat  dijadikan  sebagai  bahan  tambahan  pertimbangan  
dan  pemikiran dalam  penelitian  lebih  lanjut  dalam  bidang  yang  sama. Penelitian 




umumnya, sebagai pengembangan keilmuan khususnya difakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam. 
c. Bagi Penulis 
Untuk penulis dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, 
mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya 
ilmiah. Dan penulis mengharapkan  hasil  penelitian  dapat  bermanfaat  dan  berguna 








1. Pengertian Motif 
Hewan dan manusia dalam berbuat atau bertindak terikat oleh faktor-faktor 
yang terdapat dalam diri organisme yang bersangkutan. Oleh karena itu baik hewan 
maupun manusia dalam bertindak selain ditentukan oleh faktor luar juga ditentukan 
oleh faktor dalam, yaitu berupa kekuatan yang datang dari organisme yang 
bersangkutan yang menjadi pendorong dalam tindakannya. Dorongan yang datang 
dari dalam untuk berbuat itu yang dinamakan motif. Motif berasal dari bahasa Latin 
movere yang berarti bergerak atau to move (Branca, 1964). Karena itu motif diartikan 
sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat 
atau merupakan drive force.
9
 
Padadasarnya, motif merupakan pengertian yang melingkupi penggerak. 
Alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusialah yang menyebabkan 
manusia itu berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya 
mempunyai motif. Juga tingkah laku yang disebut tingkah laku secara refleks dan 
yang berlangsung secara otomatis mempunyai maksud tertentu meskipun maksud itu 
tidak disadari oleh manusia. Motif manusia bisa bekerja secara sadar dan juga secara 
tidak sadar. Untuk mengerti dan memahami tingkah laku manusia dengan lebih 
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Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003), h. 220. 
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sempurna, patutlah kita pahami dan mengerti terlebih dahulu apa dan bagaimana 
motif-motifnya dari pada tingkah lakunya. 
Ada beberapa pendapat mengenai pengertian mengenai motif. Sherif & Sherif 
(1956), misalnya menyebut motifsebagai “suatu istilah generik yang meliputi semua 
faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku yang bertujuan, semua 
pengaruh internal, seperti kebutuhan (needs) yang berasal dari fungsi-fungsi 
organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi dan selera sosial, yang bersumber dari 
fungsi-fungsi tersebut.”10Motifsebagai inpuls atau dorongan yang memberi energi 
pada tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif atau perilaku kearah pemuasan 
kebutuhan.
11
 Menurut Giddens, motif tak harus dipersepsikan secara sadar. Ia lebih 
merupakan suatu “keadaan perasaan”. Secara singkat, motif adalah segala daya yang 
mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.
12
 
R.S. Woodworth mengartikan motif sebagai suatu set yang dapat atau mudah 
menyebabkan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu (berbuat sesuatu) 
dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
13
Sedangkan menurut pendapat lain motif 
adalah suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang menyebabkan 
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Alex Sobur, Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), 
h. 267. 
11
Anthony Giddens, Modernity and Self Identity. Self and Society in The Late Modern Age, 
(Cambridge: Polity Press, 1991), h. 64.€ 
12
Fitria Oslena, Motif dan Sikap. (12 Juni 2013), http://personalmosaic.blogspot.com.(29 Juni 
2015). 
13
Alex Sobur, Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah, h. 267. 
12 
 
orang tersebut mau bertindak melakukan sesuatu.
14
 Menurut Rochman Natawijaya  
(1980), motif adalah  setiap  kondisi  atau  keadaan  seseorang  atau  suatu  organisme 
yang menyebabkan atau kesiapannya untuk memulai atau melanjutkan suatu  
serangkaian  tingkah  lakuatau perbuatan. Hal  ini diperjelas oleh Sudibyo  Setyobroto  
(1989),  bahwa  motif  adalah  sumber penggerak  dan  pendorong  tingkah  laku  
individu  untuk  memenuhi kebutuhan dalam mencapai tujuan tertentu.
15
Jadi, motif 
ituadalah tujuan. Tujuan ini disebut insentif (incentive). Adapun insentif bisa 
diartikan sebagai suatu tujuan yang menjadi arah suatu kegiatan yang bermotif. 
Secara etimologis, motif atau dalam bahasa inggrisnya motife, berasal dari 
kata motion, yang berarti “gerakan” atau “sesuatu yang bergerak”. Jadi istilah “motif” 
erat berkaitan dengan “gerak”, yakni gerakan yang  dilakukan oleh manusia, atau 
disebut juga dengan perbuatan atau tingkah.
16
 Motif dalam psikologi berarti 
ransangan, dorongan atau pembangkit tenaga bagi terjadinya suatu tingkah laku. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motif 
mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap tindakan atau perbuatan 
manusia yang dapat diartikan sebagai latar belakang dari tingkah laku manusia itu 
sendiri. Motif merupakansuatu keadaan tertentu pada diri manusia yang 
mengakibatkan manusia itu bertingkah laku untuk mempunyai tujuan.Baik hewan 
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M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Badung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990) h. 60. 
15
Muhammad Faisal, Mencari Motif Kisruh Parpol. (18 Maret 2015).http://www. 
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maupun manusia merupakan makhluk yang hidup, makhluk yang berkembang, 
makhluk yang aktif. 
2. Bentuk-bentuk Motif17 
Dalam masalah motif terdapat ada bermacam-macam motif, namun ternyata 
pendapat ahli yang satu dapat berbeda dengan pendapat ahli yang lain. Disamping itu 
ada ahli yang menekankan pada sesuatu macam motif, tetapi juga ahli yang 
menekankan pada macam motif yang lain. Namun demikian para ahli pada umumnya 
sependapat bahwa ada motif yang berkaitan dengan kelangsungan hidup organisme, 
yaitu yang disebut sebagai motif biologis (Gerungan, 1965) atau sebagai kebutuhan 
fisiologis (Maslow, 1970). 
1) Motif fisiologis 
Dorongan atau motif fisiologis pada umumnya berakar pada keadaan jasmani, 
misalnya dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan seksual, 
dorongan untuk mendapatkan udara segar. Dorongan-dorongan tersebut adalah 
berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai 
makhluk hidup. Karena itu motif ini juga sering disebut sebagai motif dasar (basic 
motifes) atau motif primer (primary motifes), juga ada motif yang dipelajari. 
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa motif itu timbul apabila adanya 
kebutuhan yang diperlukan. Apabila ada kebutuhan, maka hal ini memicu organisme 
untuk bertindak atau berperilaku untuk memperoleh kebutuhan yang diperlukan. 
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2) Motif sosial  
Motif sosial merupakan motif yang kompleks, dan merupakan sumber dari 
banyak perilaku atau perbuatan manusia. Dikatakan sosial karena motif ini dipelajari 
dalam kelompok sosial (social group), walaupun menurut kunkel dalam diri manusia 
adanya dorongan alami untuk untuk mengadakan kontak dengan orang lain.karena 
motif ini dipelajari, maka kemapuan untuk berhubungan dengan orang lain satu 
dengan yang lain itu dapat berbeda-beda. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka 
memahami motif sosial adalah merupakan yang penting untuk mendapatkan 
gambaran tentang perilaku individu kelompok. McCelland berpendapat bahwa motif 
sosial itu dapat dibedakan dalam: 
a. Kebutuhan akan berprestasi 
Kebutuhan akan berprestasi merupakan salah satu motif sosial yang dipelajari 
secara mendetail dan hal ini dapat diikuti sampai pada waktu ini. Orang yang 
mempunyai kebutuhan atau need ini akan meningkatkan peformance, sehingga 
dengan demikian akan terlihat tentang kemampuan berprestasinya.  
b. Kebutuhan untuk berafiliasi dengan orang lain 
Afiliasi menunjukan bahwa seseorang mempunyai kebutuhan berhubungan 
dengan orang lain. Penggunaan alat seperti halnya dalam mengungkapkan n-
achievement, maka dalam mengungkap kebutuhan afiliasi ini peneliti juga akan dapat 
memberikan gambaran tentang besar kecilnya, atau kuat atau tidaknya seseorang 
dalam kaitannya dengan kebutuhan akan afiliasi ini. Orang yang kuat akan kebutuhan 
afiliasi, akan selalu mencari teman, dan juga akan mempertahankan hubungan yang 
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telah dibina dengan orang lain tersebut. Sebaliknya apabila kebutuhan akan afiliasi ini 
rendah, maka orang akan segan mencari hubungan dengan oranglain, dan hubungan 
yang telah terjadi tidak dibina secara baik agar tetap dapat bertahan. 
c. Kebutuhan akan kekuasaan 
Kebutuhan akan power ini timbul dan berkembang dalam interaksi sosial. 
Dalam interaksi sosial orang akan mempunyai kebutuhan untuk berkuasa (power). 
Kebutuhan akan kekuasaan ini bervariasi dalam kekuatannya dan dapat diungkapkan 
dengan teknik proyeksi. Orang yang mempunyai (power need) tinggi akan 
mengadakan kontrol, mengendalikan atau memerintah orang lain, dan ini merupakan 
salah satu indikasi atau salah satu manifestasi dari power need tersebut. 
3) Motif Eksplorasi 
Pembicaraan mengenai motif belumlah  tuntas apabila belum mengemukakan 
tentang ketiga motif ini, khususnya menyangkut manusia. Ketiga macam motif itu 
adalah: 
a. Motif untuk mengadakan eksplorasi terhadap lingkungan. 
b. Motif untuk menguasai tantangan yang ada dalam lingkungan dan menanganinya 
secara efektif. 
c. Motif untuk aktualiasasi diri, yang berkaitan sampai seberapa jauh seseorang 
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Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, h.224-232. 
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B. Penggelapan dan Tindak Pidana Penggelapan 
1. Definisi Penggelapan 
Penggelapan diartikansebagai proses,cara dan perbuatan menggelapkan 
(penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah.
19
Menurut R. Soesilo 
(1968), “penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam 
pasal 362”. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di 
tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu 
dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.
20
 
Tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan 
kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa 
adanya unsur melawan hukum.
21
 Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur 
pada Bab XXIV (buku II) KUHP, terdiri dari 5 pasal (372 s/d 376). Salah satunya 
yakni Pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok 
yang rumusannya berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menguasai secara 
melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan 
orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan 
penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online 2015). http:kbbi.web.id/penggelapan. 
20
Garin Tirana, Tindak Pidana Penggelapan. (2 Januari 2014), http://garintirana 
.blogspot.com. (20 Mei 2015). 
21
Garin Tirana, Tindak Pidana Penggelapan. (2 Januari 2014), http://garintirana 
.blogspot.com. (20 Mei 2015). 
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dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah.
22
 Jadi, 
penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan 
yang menyimpang atau menyeleweng, menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan 
awal barang itu berada ditangan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, 
bukan dari hasil kejahatan. 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan 
Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 
372 sampai dengan 377 KUHP. 
1) Penggelapan biasa 
Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam 
Pasal 372 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku 
sebagai milik sendiri (zich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena 
kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat 
tahun.” 
2) Penggelapan Ringan 
Pengelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan 
ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.25. Diatur dalam Pasal 373 KUHP. 
 
 
                                                          
22
http://blogspot.com//pengertian-yuridis-tindak-pidana-pengelapan-dalam-bentuk-pokok. 
html. diakses (20 Mei 2015). 
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3) Penggelapan dengan Pemberatan 
Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh 
orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya 
atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP). 
4) Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga 
Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan 
dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau oleh 
wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau 
yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya. (Pasal 375 KUHP).
23
 
3. Unsur-Unsur Pasal Tindak Pidana Penggelapan 
Penggelapan terdapat unsur-unsur Objektif meliputi perbuatan memiliki, 
sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam 
kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur Subjektif meliputi 
penggelapan dengan sengaja dan penggelapan melawan hukum. Pasal-Pasal 
penggelapan antara lain:  
a. Pasal 372 KUHP Penggelapan Biasa 
1) Dengan sengaja memiliki. 
2) Memiliki suatu barang. 
3) Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain. 
4) Mengakui memiliki secara melawan hukum. 
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5) Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.  
Hukuman:Hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.  
b. Pasal 373 KUHP Penggelapan Ringan 
1) Dengan sengaja memiliki. 
2) Memiliki suatu bukan ternak. 
3) Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain. 
4) Mengakui memiliki secara melawan hukum. 
5) Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. 
6) Harganya tidak lebih dari Rp. 25,-  
Hukuman:Hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan.  
c. Pasal 374 dan KUHP Penggelapan dengan Pemberatan 
1) Dengan sengaja memiliki. 
2) Memiliki suatu barang. 
3) Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain. 
4) Mengakui memiliki secara melawan hukum. 
5) Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. 
6) Berhubung dengan pekerjaan atau jabatan.  
Hukuman:Hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun.  
d. Pasal 375 KUHP Penggelapan oleh Wali dan Lain-lain 
1) Dengan sengaja memiliki. 
2) Memiliki suatu barang. 
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3) Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain. 
4) Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. 
5) Terpaksa disuruh menyimpan barang. 
6) Dilakukan oleh wali, atau pengurus atau pelaksana surat wasiat, atau pengurus 
lembaga sosial atau yayasan. 
Hukuman: Hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun. 
Penggelapan yang ada pada pasal 375 ini adalah beradanya benda objek 
Penggelapan di dalam kekuasaan pelaku disebabkan karena: Terpaksa disuruh 
menyimpan barang itu, ini biasanya disebabkan karena terjadi kebakaran, banjir dan 
sebagainya. Kedudukan sebagai seorang wali (voogd); Wali yang dimaksudkan di sini 
adalah wali bagi anak-anak yang belum dewasa. Kedudukan sebagai pengampu 
(curator); Pengampu yang dimaksudkan adalah seseorang yang ditunjuk oleh hakim 
untuk menjadi wali bagi seseorang yang sudah dewasa, akan tetapi orang tersebut 
dianggap tidak dapat berbuat hukum dan tidak dapat menguasai atau mengatur harta 
bendanya disebabkan karena ia sakit jiwa atau yang lainnya. 
Kedudukan sebagai seorang kuasa (bewindvoerder); Seorang kuasa 
berdasarkan BW adalah orang yang ditunjuk oleh hakim dan diberi kuasa untuk 
mengurus harta benda seseorang yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya tanpa 
menunjuk seorang wakil pun untuk mengurus harta bendanya itu. Kedudukan sebagai 
pelaksana surat wasiat; Yang dimaksud adalah seseorang yang ditunjuk oleh pewaris 
di dalam surat wasiatnya untuk melaksanakan apa yang di kehendaki oleh pewaris 
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terhadap harta kekayaannya. Kedudukan sebagai pengurus lembaga sosial atau 
yayasan.  
e. Pasal 376 KUHP Penggelapan dalam Keluarga 
1) Dengan sengaja memiliki. 
2) Memiliki suatu barang. 
3) Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain. 
4) Mengakui memiliki secara melawan hukum. 
5) Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. 
6) Penggelapan dilakukan suami (istri) yang tidak atau sudah diceraikan atau 
sanak atau keluarga orang itu karena kawin.  
Hukuman:Hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang 
dikenakan kejahatan itu. 
Tindak pidana penggelapan dalam keluarga disebut juga delik aduan relatif 
dimana adanya aduan merupakan syarat untuk melakukan penuntutan terhadap orang 
yang oleh pengadu disebutkan namanya di dalam pengaduan. Dasar hukum delik ini 
diatur dalam pasal 376 yang merupakan rumusan dari tindak pidana pencurian dalam 
kelurga sebagaimana telah diatur dalam pembahasan tentang pidana pencurian, yang 
pada dasarnya pada ayat pertama bahwa keadaan tidak bercerai meja dan tempat tidur 
dan keadaan tidak bercerai harta kekayaan merupakan dasar peniadaan penuntutan 
terhadap suami atau istri yang bertindak sebagai pelaku atau yang membantu 
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melakukan tindak pidana penggelapan terhadap harta kekayaan istri dan suami 
mereka. 
Pada ayat yang kedua, hal yang menjadikan penggelapan sebagai delik aduan 
adalah keadaan di mana suami dan istri telah pisah atau telah bercerai harta 
kekayaan.Alasannya, sama halnya dengan pencurian dalam keluarga yang dilakukan 
oleh suami atau istri terhadap harta kekayaan suami mereka, yaitu bahwa 
kemungkinan harta tersebut adalah harta bersama yang didapat ketika hidup bersama 
atau yang lebih dikenal dengan harta gono-gini yang mengakibatkan sulitnya 
membedakan apakah itu harta suami atau harta istri.Oleh karena itu, perceraian harta 
kekayaan adalah yang menjadikan tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai 
delik aduan.
24
 Tindak pidana  Penggelapan dalam lingkungan keluarga dapat diadili 
jika kejahatan tersebut diadukan oleh keluarga yang bersengketa. 
 
C. Penelitian Terdahulu 
Sigit Prasetyo (2010), membahas tentang persepsi  etis penggelapan pajak 
bagi wajib pajak di wilayah Surakarta, menyimpulkan bahwa persepsi etis 
penggelapan dana pajak di wilayah Surakarta 85,74% pegawai swasta tidak setuju 
dengan adanya berbagai bentuk penggelapan pajak; 82,13% wiraswasta tidak setuju 
dengan adanya berbagai bentuk praktik penggelapan dana pajak; dan 95,56% pegawai 
negeri sipil tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktik penggelapan dana 
pajak. 
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Abdoel. Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. (13 Januari 2009) .http://blogspot.com 
/2009/01/kejahatan-terhadap-harta-kekayaan.html. (21 Mei 2015). 
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Firmanto Rahmat Putra (2011), membahas tentang dampak kasus 
penggelapan pajak di Indonesia terhadap kepatuhan wajib pajak di kota padang, 
dengan tujuan penelitian: memahami  bagaimana  respon  wajib pajak  yang  berada  
di  kota  padang terhadap  kasus  penggelapan  yang terjadi di Indonesia, 
menyimpulkan bahwa penggelapan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak ini dapat dilihat dari uji hipotesis yang dilakukan yaitu terhitung (12,033) >dari 
tabel (1,660). Maka ho (kasus penggelapan pajak tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak) ditolak, sedangkan ha (kasus penggelapan pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak) diterima. 
Irma Suryani Rahman (2013), membahas tentang Pengaruh Keadilan, Sistem 
Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap 
Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion), 
menyimpulkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, dan  
sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, lalu diskriminasi 
berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Dan dalam penelitiannya ditemukan 
bahwa variabel diskriminasi memiliki pengaruh paling dominan mempengaruhi 
diantara variabel lainya terhadap penggelapan pajak dapat dilihat berdasarkan nilai 
standard coeficient beta sebesar 0,587. 
Devi Nur Cahya Ningsih (2015), membahas tentang Determinan Persepsi 
Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi pada Mahasiswa 
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya), 
menyimpulkan bahwa keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi 
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mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak, semakin tinggi tingkat keadilan 
tidak membuat orang memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan 
tindakan yang tidak etis. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi 
mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak, semakin baik sistem perpajakan 
yang berlaku maka membuat orang memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak tidak 
etis dilakukan. Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika 
atas penggelapan pajak, semakin tinggi diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah 
terutama dalam pajak maka membuat orang memiliki persepsi bahwa penggelapan 
pajak etis dilakukan. 
Ning Rahayu (2010), Universitas Indonesia dalam jurnalnya yang  berjudul 
Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran PajakPenanaman Modal 
Asingmenyimpulkan bahwaregulasi yang menangkal praktik TaxAvoidance Indonesia 
belum dapat memberikanhasil yang optimal dalam upaya menangkalpraktik 
penghindaran pajak (tax avoidance)yang ada, yaitu: skema Thin 
Capitalization,pemanfaatan Tax Haven dan Controlled FirmCorporation, skema 
Transfer Pricing, sertaskema Treaty Shopping.Aturan penangkal praktikpenghindaran 
pajak melalui skema thincapitalization dan transfer pricing, khususnyaketentuan 
tentang Advance Pricing Agreement/APA, hanya tercantum dalam Undang 
UndangPajak Penghasilan tanpa ditindaklanjuti denganketentuan 
pelaksanaannya.Aturan penangkal praktik penghindaranpajakmelalui skema, 
transferpricing dan ControlForeign Corporation/CFC yang termuat dalambatang 
tubuh dan memori penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan masih 
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sangatsederhana. Aturan pelaksanaan yang mengaturkeduanya juga belum bersifat 
komprehensifuntuk menangkal praktik penghindaran pajakmelalui kedua skema 
tersebut. Selanjutnyaaturan penangkal praktik penghindaran pajakmelalui skema 
treaty shopping yang hanyadiatur dalam Surat Edaran Direktur JenderalPajak tanpa 
ada referensi pasal dalam UndangUndang Pajak Penghasilan, juga 
menyebabkanketentuan penangkal praktik penghindaranpajak tidak berkekuatan 
hukum. Hal-hal diatas mengakibatkan banyaknya peluang-peluang(loopholes) yang 
dapat dimanfaatkanoleh wajib pajak, khususnya oleh perusahaanPenanaman Modal 
Asing untuk melakukanpenghindaran pajak yang merugikan negara,sehingga 
penerimaan negara dari sektor pajaktidak dapat diperoleh secara optimal. 
 Luiyanto Yamin, dan Titi Muswati Putranti (2009) dalam jurnal yang berjudul 
Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Pajak Fiktif menyimpulkan 
terdapat minimal 22 model penyalahgunaan faktur pajak, termasuk dalam 
penyalahgunaan faktur pajak dalam rangka ekspor. Sebagian besar melibatkan 
kerjasama pengusaha dengan fiskus. Faktur pajak bermasalah/fiktif tidak hanya 
terjadi dalam penyerahan barang kena pajak (BKP) untuk ekspor, tetapi juga terjadi 
pada penyerahan BKP dalam negeri. Yang terakhir ini dapat terjadi karena penjual 
BKP adalah bukan pengusaha kena pajak (PKP) yang terdaftar, sementara 
pembelinya adalah PKP yang menginginkan untuk melakukan pengkreditan pajak 
masukannya. Upaya pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan faktur pajak adalah 
dengan memperbaiki metode pemeriksaan pengajuan restitusi PPN, yang berupa 
pengggunaan analisa risiko. 
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Theo Kusuma Ardyaksa dan Kiswanto (2014) yang jurnalnya berjudul 
Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketetapan, Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi 
dan Informasi Perpajakan terhadap Tax Evaxion menyimpulkan bahwa ketepatan 
pengalokasian pengeluaran, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif 
terhadap penggelapan pajak. Variabel keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, dan 
kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan 
pajak.Secara simultan kelima variabel ini berpengaruh terhadap penggelapan 
pajak.KPP Pratama Pati diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja, mutu, kualitas, 
disiplin, dan integritas yang tinggi agar wajib pajak lebih taat membayar pajak dan 
tidak melakukan kecurangan. 
Yessica Dewi Aryanti dan Hari Hananto (2013) dalam jurnalnya yang 
berjudul Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak 
Penghasilan PT. X di Semarang menyimpulkan bahwa dampak yang terjadi setelah 
PT. X mengoptimalkan perencanaan pajak yaitu laba komersial mengalami kenaikan, 
dan juga mengakibatkan tidak adanya beban yang dikoreksi fiskal positif. Selain 
daripada dengan melakukan pengoptimalan pajak PT. X melakukan penghematan 
beban pajak dan hasil penghematan ini bisa digunakan untuk keprluan PT. X lainnya. 
 
D. Pajak 
1. Pengertian Pajak 
Pajak adalah iuran rakyak kepada kas Negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 
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langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum.
25
 Pengertian lain tentang pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara 
yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang–undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 




Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 
yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum.
27
 Menurut PJA Adriani “pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang 
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubungan 
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Mardiasmo, Perpajakan Indonesia. (Yogjakarta: Andi, 2011) h. 1. 
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2. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu:
29
 
a. Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member 
wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak 
terutang. 
b. Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 
terutang oleh wajib pajak. 
c. With Holding Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib 
pajak bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 
pajak. 
3. Fungsi Pajak 
Dalam fungsinya pajak terbagi atas dua yaitu:
30
 
a. Fungsi budgetair/ finansial/ penerimaan. 
Pajak berfungsi untuk mengumpulkan dana yang diperuntukkan bagi 
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah guna untuk kepentingan dan 
keperluan seluruh masyarakat. Tujuan ini biasanya disebut “revenue adequacy”, yaitu 
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bahwa pemungutan pajak tersebut ditujukan untuk mengumpulkan penerimaan yang 
memadai atau yang cukup untuk membiayai belanja negara. 
Dengan demikian fungsi finansial yaitu pajak merupakan sumber dana bagi 
pemerintah (apalagi untuk saat ini, pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah 
yang paling utama, dikarenakan mulai berkurangnya sumber dana lainnya yang 
dimliki pemerintah, misalnya minyak dan gas bumi), guna mendapatkan uang 
sebanyak-banyaknya untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara. 
Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam 
negeri. 
b. Fungsi regulerend/ mengatur 
Fungsi mengatur adalah tujuan agar memberikan kepastian hukum.Terutama 
dalam menyusun undang-undang perpajakan senantiasa perlu diusahakan agar 
ketentuan yang dirumuskan jangan sampai dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda antara fiskus dan wajib pajak. Namun perlu diingat pula bahwa fungsi pajak 
itu bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan uang bagi kas negara, itu memang 
benar, namun yang perlu diingat juga bahwa negara Republik Indonesia dalam 
menjalankan fungsi pajak juga untuk melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi, 






4. Tarif Pajak 
Tarif pajak menurut Mardiasmo dibedakan menjadi 3 yaitu:
31
 
a. Tarif sebanding/ proporsional 
Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai 
pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai 
yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan BKP didalam daerah pabean akan 
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 
b. Tarif tetap 
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang   
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: besarnya tarif bea 
materai untuk cek atau bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 
1.000,00. 
c. Tarif  progresif 
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 
semakin besar. 
5. Perencanaan Pajak 
Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak,pada tahap 
ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap perpajakan agar dapat diseleksi 
jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.
32
 Untuk meminimumkan 
kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik memenuhi ketentuan 
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perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful). Istilah 
yang sering digunakan adalah tax avoidance (penghindaran pajak yang dilakukan 
secara legal menurut undang-undang perpajakan yang ada) dan tax evasion 
(penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal yang mengarah pada 
penggelapan/penyelewengan pajak). 
Dalam penjelasan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (UU KUP) telah dinyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana 
dan hak tiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan 
pembangunan.Namun bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai beban investasi.Oleh 
karena itu, adalah wajar bila perusahaan atau pengusaha berusaha untuk menghindari 
beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif. 
Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan upaya penghindaran atau 
penghematan pajak yang masih dalam kerangka memenuhi ketentuan perundangan 
(lawful fashion). Penghindaran pajak dengan cara illegal adalah penggelapan pajak. 
Hal ini perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku.Penggelapan pajak 
(tax evasion) secara umum bersifat melawan hukum (ilegal) dan mencakup perbuatan 
sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar obyek pajak atau perbuatan 
melanggar hukum (fraud) lainnya. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan 





6. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak 
Syarat-syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
33
 
a. Pemungutan pajak harus adil. 
Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk 
menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak.Adil dalam perundang-undangan 
maupun adil dalam pelaksanaannya. 
Contohnya: 
1) Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak. 
2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai 
wajib pajak. 
3) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat 
ringannya pelanggaran. 
b. Pengaturan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang. 
Sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Pajak 
dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, 
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan undang-undang tentang 
pajak, yaitu: 
1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan Undang-
Undang tersebut harus dijamin kelancarannya. 
2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum. 
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3) Jaminan hukum terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak. 
c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian 
Pemungutan harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu 
kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun 
jasa.Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan 
menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil 
dan menengah. 
d. Pemungut pajak harus efisien 
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus 
diperhitungkan.Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya 
pengurusan pajak tersebut.Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana 
dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami 
kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi perhitungan maupun dari segi 
waktu. 
e. Sistem  pemungutan  pajak  harus sederhana 
Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam 
pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam 
menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak 
positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran 




7. Kepatuhan Perpajakan 
Safri Nurmantu mendefinisikan Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan 
dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal 
perpajakannya.
34
 Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  kepatuhan perpajakan 
merupakan kondisi yang menunjukkan adanya pemenuhan  kewajiban perpajakan 
yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Manfaat Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi 
fiskus maupun bagi wajib pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. 
Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak 
terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan 
mendapatkan pencapaian yang optimal.Sedangkan bagi wajib pajak, manfaat yang 
diperoleh dari kepatuhan pajak adalah sebagai berikut: 
a. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan 
Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan 
kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk PPh dan 
satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh DJP. 
b. Adanya kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP menjadi paling lambat dua 
bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN. 
Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya kepatuhan pajak, 
maka masyarakat patuh pajak akan memperoleh keuntungan yang diberikan instansi 
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perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak lainnya.PPH 21 adalah “pajak atas 
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan 
nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 
kegiatan dan dilakukan oleh orang pribadi.”35 




1. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga 
Negara  lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, 
termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat 
lain yang menjalankan fungsi yang sama. 
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan 
dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti 
kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen. 
Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan 
barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan  pajak  oleh  wajib  pajak  
badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi 
syarat tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari 
jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, 
apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah. 
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Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas 
penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha 
tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain 
yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk 
dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannnya oleh badan pemerintah, subjek 
pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau 
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
37
 Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 
23 adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau 
memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 
penyelenggaraan kegiatan selain yang  telah dipotong pajak penghasilan 21. 
Ketentuan PPh pasal 25 Undang-undang pajak penghasilan tentang 
penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak 




1. Wajib pajak membayar sendiri (PPh Pasal 25). 
2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh Pasal 21, 22, 
23, dan 24). 
                                                          
37
Mardiasmo, Perpajakan Indonesia, h. 235. 
38
Mardiasmo, Perpajakan Indonesia, h. 249. 
37 
 
Ketentuan pasal 26 Undang-undang mengatur tentang pemotongan atas 
penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 
luar negeri (baik orang pribadi maupun badan) selain bentuk usaha tetap.
39
 
D. Pajak dalam Perspektif Islam 
Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas 
harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya 
kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka 
bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Para ulama benar-benar sangat hati-
hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karena khawatirakan membebani rakyat 
dengan beban yang di luar kemampuannya dan keserakahan pengelola pajak dan 
penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.
40
 
Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan namaAdh-Dharibah,
41
yang 
artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas 
harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah 
beban. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang 
mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk 
menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber 
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pendapatan negara.Sedangkan kharaj adalah berbeda dengan dharibah, karena kharaj 
adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukan) dan subyeknya adalah non-




Adapun pengertian pajak dalam islam adalah kewajiban yang ditetapkan 
terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, 
tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai 
pengeluran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan 
ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.
43
 
Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh 
pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan 
tertentu.Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan 
dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi 
tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.
44
 Adapun pendapat lain tentang pajak 
adalah harta yang diwajibkan Allah swt kepada kaum muslim untuk membiayai 
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berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, 
pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.
45
 
Definisi yang dikemukakan Abdul Qadim lebih dekat dan tepat dengan nilai-
nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur 
penting pajak menurut Syariah, yaitu: 
a. Diwajibkan oleh Allah Swt. 
b. Obyeknya harta 
c. Subyeknya kaum muslim yang kaya. 
d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka. 
e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi 
oleh Ulil Amri. 
Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, 
alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak 
mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak 
dibiayai, maka akan timbul kemudaratan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah 
juga suatu kewajiban. Adapun beberapa ayat untuk diperbolehkannya pajak ialah Qs. 
Al-Hujurat ayat 15 dan Qs. At-Taubah ayat 41: 
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                           
                    
 
 Terjemahannya: 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang 
percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-
ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan 
Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.”46 
 
                           
     
   
 Terjemahannya: 
 
“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, 
dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu 





Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa mengambil harta sebagai 
pajak diperbolehkan. Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan 
darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang 
menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi 
biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan 
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bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan 
mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “tafwit adnaa al-mashlahatain 
tahshilan li a‟laahuma” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam 
rangka memperoleh mashalat yang lebih besar) dan “yatahammalu adl-dlarar al-
khaas li daf‟i dlararin „aam” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka 
menolak kerugian yang lebih besar). 
Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Mustashfa 
dan asy-Syatibhi dalam al-I’tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-
Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh 
menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudah diketahui bahwa 
berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban 
yang lain di samping kewajiban zakat. 
Pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara 
muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat): 
1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan 
dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan 
pajak. 
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara 
mereka yang wajib membayarnya.
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Adapun karakteristik pajak (dharibah) menurut Syariat, yang hal ini 
membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut: 
1. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh 
dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal 
sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan 
zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan 
(mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya 
(abadi). 
2. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan 
kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk 
pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam 
perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan 
agama. 
3. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. 
Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-
muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi. 
4. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut 
dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala 
juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB. 
5. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang 
diperlukan, tidak boleh lebih. 
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6. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori 




Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) 
Pajak untuk tidak tebang pilih dalam menerapakan aturan perpajakan pada berbasis 
syariah di Indonesia telah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 
2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah. 
Maka mulai tahun ini, penghasilan yang di dapat dari usaha maupun transaksi 
berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi maupun badan bakal dikenakan 
PP. Penerbitan PP PPh Syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksana yang 
diamanatkan Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.
50
 
Monzer Kahf berpendapat bahwa “pemungutan pajak diperbolehkan dengan 
memerhatikan beberapa hal urgen seperti: pajak yang dikeluarkan harus sesuai 
dengan kemampuan baik kekayaan maupun sumber penghasilan wajib pajak, orang 
miskin harus dibebaskan dari membayar pajak, pajak dapat dilaksanakan jika telah 
disetujui oleh wakil rakyat, serta pengeluaran anggaran pajak harus dikeluarkan 
dengan ketentuan syari’ah.”51 
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E. Kerangka Pemikiran 
Tindakpidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan 
kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa 
adanya unsur melawan hukum.
52
 Penggelapan dana pajak (tax evasion) adalah tindak 
pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak 
untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (unlawfully), dan 
penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (inherent) pada 
setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi.
53
 
Penggelapan pajak mempunyai risiko terdekteksi yang inherent pula, serta 
mengundang sanksi pidana badan dan denda. Tidak tertutup kemungkinan bahwa 
untuk meminimalkan risiko terdeteksi biasanya para pelaku penggelapan dana pajak 
akan berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul "hasil kejahatan" 
(proceeds of crime) dengan melakukan tindak kejahatan lanjutannya yaitu praktik 
pencucian uang, agar dapat memaksimalkan utilitas ekspektasi pendapatan dari 
penggelapan dana pajak tersebut. Dalam tindak penggelapan dana pajak ada beberapa 
alasan yang menyebabkan pelaku melakukan hal tersebut, dan apakah motif-motif 
pelaku dalam melakukan penggelapan dana pajak. 
Padadasarnya, motif merupakan pengertian yang melingkupi 
penggerak.Alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusialah yang 
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menyebabkan manusia itu berbuat sesuatu.Motif adalah suatu dorongan yang timbul 
dari dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut mau bertindak 
melakukan sesuatu.
54
Dapat disimpulkan bahwa motif mempunyai peranan yang 
sangat penting dalam setiap tindakan atau perbuatan manusia yang dapat diartikan 
sebagai latar belakang dari tingkah laku manusia itu sendiri. 
Dalam masalah motif terdapat ada bermacam-macam motif, namun ternyata 
pendapat ahli yang satu dapat berbeda dengan pendapat ahli yang lain. Disamping itu 
ada ahli yang menekankan pada sesuatu macam motif, tetapi juga ahli yang 
menekankan pada macam motif yang lain. Namun dalam hal ini ada tiga macam 
motif yang dipaparkan, yaitu: motif fisiologis, motif sosial, dan motif eksplorasi. Dan 
dari ketiga macam motif tersebut manakah yang mendorong para pelaku melakukan 
penggelapan dana pajak atau adakah motif lain yang mempengaruhi. 
Setelah mengetahui motif-motif yang mendorong pelaku dalam melakukan 
penggelapan dana pajak, barulah ditinjau dari dua sisi, yaitu: bagaimana penanggapan 
dari tinjauan hukum konvensional?, dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam dalam 
hal ini?. Namun pembahasan dalam penulisan ini, kami fokuskan pada sisi tinjauan 
Ekonomi Islam sehingga dapat menyimpulkan hasilnya, yaitu: Motif Penggelapan 
Dana Pajak Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research), yakni 
pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang 
relevan.
64
 Sedangkan lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayana Pajak 
(KPP) Madya Makassar. 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalampenelitian untuk menyelesaikan skripsi ini menggunakan beberapa 
pendekatan, diantaranya: 
1. Pendekatan syar’i, mendekati masalah yang dibahas dengan berdasarkan pada 
sumber syariat Islam yaitu al-Qur’an dan sunnah Nabi. 
2. Pendekatan sosialekonomi, yakni mendekati masalah yang dibahas dengan 
melihat gejala atau interaksi sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. 
 
C. Sumber Data 
Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data 
primer dan data sekunder. 
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1. Data Primer 
Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik individu 
ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang biasa 
dilakukan oleh peneliti.
65
 Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu para 
aparat pajak, wajib pajak/ pelaku, para akademisi pajak seperti dosenperpajakan, ahli 
pakar pajak, maupun mahasiswa, serta masyarakat umum. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui 
buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan  dengan 
penelitian.
66
 Atau data yang berasal dari data orang-orang kedua atau bukan data yang 
datang secara langsung. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu 
beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara 
kritis penelitian tersebut. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk 
menyusun suatu informasi. Dalam usaha pengumpulan data, yang penulis gunakan 
dalam penelitian ini adalah: 
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1. Metode wawancara 
Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog 
dengan responden untuk menggali informasi dari responden.
67
 Pada dasarnya terdapat 
dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak 
terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara 
terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat 
garis besar yang akan ditanyakan.
68
 Metode ini penulis gunakan dengan cara tanya 
jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu: 
masyarakat umum, para wajib pajak, aparat pajak, dan juga konsultan pajak. 
2. Observasi 
Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.
69
 Observasi dalam 
penelitian ini adalah penggelapandanayang meliputi tentang motif 
penggelapandanatersebut. Hal ini sangat perlu guna mendeskripsikan realita motif 
penggelapandana di kota Makassar. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang 
tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 
tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. 
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Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih dapat dipercaya jika 
didukung oleh dokumentasi. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Dengan melihat permasalahan yanghendak diukur dan diteliti dalam 
penelitian ini maka penulis mengadakan instrument sebagai berikut: 
1. Interview, yakni mengadakan proses tanya jawab atau wawancara dengan 
informan yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai 
masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. 
2. Dokumentasi, yakni suatu metode pengumpulan data dengan cara membuka 
dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan 
induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati 
dengan mengadakan logika ilmiah, serta penekanannya adalah pada usaha menjawab 
pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Penulis 
menempuh 3 cara dalam mengelola data penelitian ini: 
1. Reduksi data (data reduction) berarti merangkum, memilih hal-hal yang 
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 
Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian 
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materi dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah 
yang diajukan pada rumusan masalah. 
2. Penyajian data (data display) yaitu data yang sudah direduksi disajikan dalam 
bentuk uraian singkat bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut maka 
data akan mudah dipahami sehingga memudahkan rencana kerja selanjutnya. 
3. Verivikasi data (conclution drawing/verivication) yaitu penarikan kesimpulan 
yang sudah disajikan, dianalisis secara krisis berdasarkan fakta-fakta yang 
diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini dipakai untuk penentuan hasil 
akhir dari keseluruhan permasalahan dapat dijawab sesuai kategori data dan 
masalahnya. Pada bagian ini akan muncul kesimpulan-kesimpulan yang 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar 
a. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar 
Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan 
Kementrian Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktoral Jendral Pajak. 
Pembentukan KPP Madya Makassar bersamaan dengan pembentukan 13 KPP 
lainnya dengan sistem administrasi modern seluruh Indonesia. 
Perubahan mendasar dari berlakunya sistem modern ini adalah perubahan 
organisasi kantor pelayanan dari organisasi berbasis jenis pajak menjadi organisasi 
berdasarkan fungsi. Di samping itu, dalam melaksakan tugasnya sehari-hari para 
pegawai telah diikat dengan kode etik pegawai yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
506/KMK.03/2004 tanggal 19 Oktober 2004. Hal ini dimaksudkan agar para pegawai 
dapat melakukan tugasnya dengan optimal sehingga berhasil guna dan berdaya guna 
serta terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang pada gilirannya akan mampu 
mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak yang dibebankan setip tahunnya dan 
dapat mewujudkan pemerintah yang baik (good govarnance) dan pemerintahan yang 
bersih (clean goverment). 
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Berdasarkan KEP-31/PJ/2007 KPP Madya Makassar mulai beroperasi pada 
tanggal 9 april 2007 dengan mengadministrasikan 301 wajib pajak, dan terdiri atas 
106 pegawai (aparat) yang dibagi dalam dua fungsi, yaitu: struktural dan fungsional. 
Dan wajib pajak akan bertambah setiap tahunnya seperti pda tahun 2008 bertambah 
menjadi 821 wajib pajak. Dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya 
Makassar meliputi di 3 provinsi di pulau Sulawesi, yaitu: 
 Sulawesi Selatan, 
 Sulawesi Barat, dan 
 Sulawesi Tenggara. 
Namun dalam penelitian kali ini yang lebih diprioritaskan cuman meliputi 
daerah Sulawesi Selatan saja khususnya di kota Makassar saja. 
b. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar 
Visi KPP Madya Makassar 
 “Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-
nilai kementerian keuangan, terpercaya dan dapat dibanggakan.” 
 
 
 Misi KPP Madya Makassar 
 “Memberikan pelayanan terbaik guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
dalam rangka menghimpun penerimaan pajak negara secara efektif dan efisien 
berdasarkan Undang-Undang perpajakan.” 
 
 
c. Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Makassar 
Seksi pelayanan KPP Madya Makassar berada di lantai 1 KPP Madya 
Makassar, dan memiliki pelaksana sebanyak 11 orang. Seksi pelayanan sebagai 
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bagian dari KPP Madya Makassar yang mengemban tugas memberikan sentuhan 
pertama pada wajib pajak, berusaha memberi akan spirit pelayanan lebih baik kepada 
wajib pajak sehingga menciptakan kepuasan pelayanan (taxpayer satisfaction) yang 
pada akhirnya akan dapat meningkatkan citra Direktorak Jendral Pajak (DPJ). 
Janji Pelayanan KPP Madya Makassar: “Komitmen untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik, pasti, dan tepat waktu. Sedangkan Motto Pelayanan Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar, yaitu: “Melayani dengan hati, mengerti, 
dan inovasi”. Janji dan motto ini diharapkan dapat memberikan motifasi dan 
semangat kepada aparatur KPP Madya Makassar, terkhusus kepada para petugas di 
seksi pelayanan sebagai front linear dari KPP Madya Makassar. 
Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah bagian dari seksi pelayanan yang 
merupakan ujung tombak dari KPP Madya Makassar. Salah satu tugas dari seksi 
pelayanan yaitu menata, mengatur, dan menjalankan fungsi TPT agar menjadi tempat 
yang nyaman bagi wajib pajak untuk melaporkan segala hal yang terkait urusan 
perpajakan. Sesuai dengan SE-84/TJ/2011 tentang pelayanan prima, jadwal 
pelayanan di TPT dimulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WITA dan tidak mengenal jam 
istirahat. Petugas seksi pelayanan memiliki jadwal shift yang tidak akan membiarkan 
TPT dalam keadaan kosong. 
Tugas lain yang menjadi tanggung jawab seksi pelayanan adalah melakukan 
penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen 
dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT), 
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serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib 
pajak, pelaksanaan ekstensifikasi, serta melakukan kerjasama perpajakan. 
d. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar 
  Kepala KPP 
Madya Makassar 
Kepala Seksi Pengolahan 








Fungsional Pemeriksaan IV 
 
Ketua Kelompok 
Fungsional Pemeriksaan III 
 
Ketua Kelompok 
Fungsional Pemeriksaan II 
 
Ketua Kelompok 
Fungsional Pemeriksaan I 
Kepala Sub Bagian Umum 











B. Motif Penggelapan Dana Pajak yang terjadi di Kota Makassar 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
70
 Pajak merupakan salah satu sumber 
pembiayaan terbesar sebagaimana opini masyarakat yang mengatakan bahwa pajak 
merupakan iuran wajib dan salah satu sumber pendapatan negara. Seperti apa yang 
dikatakan oleh salah sau masyarakat berikut ini: “Setau saya pajak itu iuran wajib 
kepada pemerintah yang didasarkan pada Undang-Undang.”71 Dan pendapat lain juga 
mengatakan: “Pajak merupakan salah satu seumber pendapatan negara”.72 
Pajak merupakan iuran wajib yang dipaksakan, seperti yang dikatakan oleh 
salah satu dosen di sekolah tinggi swasta kota Makassar: 
“Pajak sebenarnya iuran wajib atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah 
yang didasari Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan tegen prestasi (jasa 
langsung dari pemerintah) dan dapat dipaksakan.”73 
 
 Sumber penerimaan negara yang terbesar disumbangkan dari sektor pajak, 
yang ditagihkan kepada wajib pajak ketika mereka telah terdaftar dan memiliki 
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), seperti yang dikatakan oleh salah satu wajib 
pajak: 
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“Pajak itu penerimaan negara yang ditagihkan kepada Wajib Pajak setelah 
terdaftar sebagai NPWP, pajak digunakan untuk pengisian kas negara. Seperti 
halnya saya sebagai Wajib Pajak, pajak yang saya bayarkan terpotong dari 




Pendapat mengenai pajak juga dikemukakan oleh Bapak Ramdan (seorang 
pelaku usaha sekaligus Wajib Pajak): 
“Pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara, karena menurut sayapajak 
itu penting sekali dan hasil pajak itu adalah untuk pembangunan dinegara kita 
ini.”75 
 
Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Ibu Ratih (pelaku usaha) bahwa: 
“Kita sebagai warga negara yang baik harus membayar pajak.Karena 
pajakadalah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang 
mempunyaipendapatan.”76 
 
Pajakadalah suatu kewajiban bukan hak, dimanakewajiban itu harus dibayar 
oleh warga negara Indonesia yang mempunyaipendapatan setiap bulan.Dimana 
pendapatannya adalah sudah mencapai PendapatanTidak Kena Pajak(PTKP) ataupun 
WP yang sudah dikukuhkan sebagai PengusahaKena Pajak (PKP).Bagi warga negara 
Indonesia yang pendapatannya belummencapai PTKP, mereka tidak dikenai pajak. 
Pajak sangat bermanfaat, dana pajak dialokasikan untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat diantaranya pembangunan fasilitas publik yang memadai, 
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seperti untuk membangun jalan, jembatan, gedung sekolah, rumah sakit, dan lain-
lain. Dana pajak juga digunakan untuk membayar gaji pegawai-pegawai negeri, dana 
pendidikan seperti Dana BOS, Subsidi BBM, listrik, pupuk, pangan, benih/bibit, dan 













Pajak juga penggerak di Indonesia dilihat dari beberapa sisi, penggerak di 
sektor riil dan yang bayar pajak adalah seluruh warga Indonesia yang merasa mampu, 
seperti yang dikatakan oleh salah satu aparat pajak. 
“Bagi saya pajak dimata undang-undang itu merupakan iuran wajib yang 
memang sudah diatur dalam undang-undang, mungkin bagi saya pajak itu saat 








melalui Bank dan 
Kantor Pos 






ini adalah penggerak di Indonesia, penggerak ekonomi, dilihat dari beberapa 




Pajak dibayarkan saat terutang dan setelah Wajib Pajak (WP) mendaftarkan 
diri dan mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dalam kaitannya dengan 
perpajakan, Wajib Pajak (WP) memiliki 2 kewajiban perpajakan yang utama, yaitu 
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Seperti apa yang telah disampaikan 
oleh salah satu aparat pajak: 
“Pajak dibayarkan yah saat terutang, berkontribusi pada negara atau saat 
rakyat berpenghasilan diatas PTKP, dan mendapatkan NPWP. Nah setelah 
mereka membayar, kan dapat tuh bukti tanda pembayaran, bukti itu yang 




Sebagai sarana pelaporan pajak yang terutang menggunakan Surat 
Pemberitahuan (SPT). SPT terbagi menjadi 2 macam, yaitu SPT Masa dan SPT 
Tahunan. Sebelum reformasi perpajakan dilakukan, sistem pemungutan pajak 
adalahofficial assesment system.Ketika sistem ini berjalan mutlak, banyak 
anggotamasyarakat yang memberikan reaksi karena bisa jadi besarnya pajak 
hasilperhitunganfiskus tidak seperti yang diperhitungkan semula, misalnya jauh lebih 
besar dansebagainya. Guna membangun sistem yang konstruktif dalam perpajakan 
nasional,melalui reformasi perpajakan tahun 1983 telah dilakukan perubahan 
mendasar atassistem pemungutan pajak, yakni dengan self assesment system, selain 
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itu juga denganwitholding system.
80
Adanya sistem yang konstruktif ini membawa 
manfaat bagi Wajib Pajak (WP).Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lina 
sebagai berikut: 
“Sistem pembayaran pajak sekarang tidak ribet, apalagi saya sebagai seorang 
karyawan tidak perlu menghitung, kan pastinya sudah dihitung oleh bagian 
keuangan dari potongan penghasilan jadi saya tinggal terima bersihnya dari 
penghasilan saya...”81 
 
Sistem pemungutan yang di terapkan pemerintah ada tiga 
macam.Salahsatunya adalah sistem witholding system, dimana pihak ketiga yang 
menghitungbesarnya pajak yang terutang.Contohnya adalah bagi karyawan, karyawan 
tidakmenghitung sendiri pajak terutangnya tetapi dihitung oleh pihak ketiga yaitu 
bagianadministrasi keuangan.Jadi karyawan tinggal menerima bersih gajinya 
setelahdipotong pajak. Pembayaran pajak dilakukan di: 
1. Kantor Pos terdekat; atau 
2. Bank tempat pembayaran pajak. 
Kantor pelayanan pajak bukan tempat membayar pajak, KPP bertugas untuk 
mengawasi pelaporan pajak yang sudah dibayarkan ataupun pajak yang terutang. Dan 
sekarang ada cara baru bayar pajak, yang lebih mudah dan lebih cepat, yaitu Billing 
System, adalah layanan pembayaran pajak secara elektronik dengan mendaftarkan diri 
di situs billing system. Melaporkan pajak dengan menyampaikan Surat 
Pemberitahuan ( SPT), dan ada 3 cara dalam menyampaikan SPT, yaitu: 
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1. Secara Langsung: melalui KPP dan KP2KP terdekat, Pojok Pajak, Mobil 
Pajak, Drop Box  di tempat publik (perkantoran, pusat bisnis, pertokoan dan 
lainya). 
2. Melalui Pos, Jasa Ekspedisi, atau Jasa Kurir: mengirinkan SPT ke KPP tempat 
Wajib Pajak (WP) terdaftar. 
3. Secara Elektronik (e-filing): layanan disediakan oleh situs resmi Direktorak 
Jendral Pajak (DPJ), www.pajak.go.id, dan disediakan oleh Penyedia Jasa 
Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak, 








 Ketika sampai batas yang ditentukan Wajib Pajak (WB) belum membayar 
atau melunasi pajak yang terhutang maka akan dihimbau lalu tindakan penagihan 
pajak. Penagihan pajak dimulai 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran Surat 
Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, atau keputusan/putusan lain yang belum 
dibayar lunas. Penagihan pajak dilakukan dengan: surat teguran, surat paksa, 
Tidak perlu lapor 
ke KPP 
Lapor ke KPP 
Tanggal 15 bulan 
berikutnya 






Ada Pembayaran? Pelaporan 
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pelaksanaan penyitaan, lalu pelaksanaan lelang. Seperti apa yang dikatakan oleh salah 
satu aparat pajak. 
“Kalau masyarakat wajib pajak tidak membayar pajak yang yang terhutang, 
maka akan dihimbau dulu dengan surat teguran, jika dengan surat teguran 
tidak cukup, maka diterbitkan surat paksa, setelah itu WP diperiksa dan 
dikenakan sanksi/denda, lalu ketika WP juga tidak melunasi maka penyitaan 
atas aset/harta WP, dan ketika penyitaan belum juga dilunasi maka dilaksakan 
pelelangan atas aset yang disita.”82 
 
Penulis beranggapan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami 
arti penting pajak, sehingga sering terjadi penghindaran pajak bahkan tindak pidana 
di bidang perpajakan dengan berbagai macam cara dan modus yang terus 
berkembang, seperti penggelapan dana pajak. Walaupun sudah tersedia ancaman 
hukuman administratif maupun ancaman hukuman pidana bagi WP yang tidak 
memenuhi kewajiban perpajakannya, akan tetapi kenyataanya masih banyak WP 
yang tidak atau belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Upaya tersebut timbul 
disebabkan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat selaku wajib pajak 
kepada pemerintah dan masih rendahnya pula kesadaran dan kepatuhan para wajib 
pajak. 
Pajak sebenarnya wajib bagi semua masyarakat yang mampu dan 
berpenghasilan diatas rata-rata, namun sekarang ini masih banyak masyarakat yang 
sebenarnya mampu untuk membayar pajak, namun tidak memampukan diri demi 
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untuk penghindaran pajak yang tinggi, seperti apa yang dikatakan oleh salah satu 
aparat pajak. 
“Dimata orang luar, seharusnya pajak ditujukan kepada seluruh masyarakat 
Indonesia yang merasa mampu, karena kadang masyarakat Indonesia mampu 
tapi tidak mampu, dan mampu untuk tidak mampu demi penghindaran pajak 
yang tinggi.”83 
  
Penggelapan pajak (tax evasion) yang dimaksudkan disini bukan berarti 
penggelapan yang dilakukan setelah dana pajak disetorkan, namun tidak memasukkan 
dana pajak yang harusnya dibayar ke kas negara untuk kepentingan pribadi atau 
kelompok tertentu. Tax evasion adalah perbuatan melanggar UUP, misalnya 
menyampaikan didalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan 
yang lebih rendahdaripada yang sebenarnya (understatement of income) di satu pihak 
dan ataumelaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (overstatement 
of thedeductions) di lain pihak. Bentuk tax evasion yang lebih parah adalah apabila 
WajibPajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (non-reporting of 
income). Adanya perlakuan tax evasion dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif 
pajak terlalu tinggi, kurang informasinya fiskus kepada WP tentang hak dan 
kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam 
menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga WP mempunyai peluang 
untuk melakukan taxevasion. 
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Pendapat mengenai penggelapan pajak juga dikemukakan oleh salah satu 
responden bahwa: 
”Penggelapan pajak menurut saya adalah tidak membayar pajak atau tidak 
melaporkan berapa besar pajak yang terutang dan juga memanipulasi SPT 
yang akan disetorkan, seharusnya dia membayar pajaknya 1 juta tapi ditulis 
dalam SPTnya hanya 500 ribu.”84 
 
Pendapat hampir senada juga diungkapkan oleh salah seorang pegawai di KPP 
Madya Makassar, yaitu: 
“Menurut saya penggelapan pajak itu tergantung dengan kasusnya dan juga 
ketika para WP tidak melaporkan pajaknya sesuai dengan keadaan 
sebenarnya. Selain itu bagi saya tak membayar pajak dan memanipulasi data 
keuangan dengan cara illegal juga termasuk dalam penggelapan dana pajak.”85 
 
Salah satu masyarakat juga beropini bahwa penggelepan dana pajak 
merupakan tindak kriminal dan merupakan pelanggaran. “Penggelapan pajak itu bagi 
saya tindak kriminal, pelanggaran dari aturan yang sudah ditetapkan.”86 
 Pendapat lain mengenai juga diungkapkan oleh salah satu dosen di salah satu 
sekolah tinggi swasta bahwa penggelapan pajak terjadi dikarenakan pengawasan yang 
kurang. “Sebenarnya penggelapan pajak terjadi akibat kurangnya pengawasan dari 
pemerintah, akhlak dan keimanan dari para pelaku kurang, juga karena faktor 
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ekonomi.”87 Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ramdan bahwa: 
“Penggelapan pajak adalah tidak membayar pajak dan hal itu dikarenakan kurangnya 
sosialisasi dari pemerintah.”88 
Penggelapan pajak adalah orang atau WP yang tidak mau membayar pajak 
atau WP yang dengan sengaja memanipulasi atau meminimalisir jumlah pajak 
terutang yang akan dilaporkan ke kantor pajak. Sedangkan pendapat lainmengartikan 
penggelapan pajak adalah WP yang tidak mau membayar pajak karenamereka 
melihat kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah. 
 Tidak ada tempat di dunia ini yang bebas dari pajak, kecuali kalau kita tinggal 
di daerah terpencil dan tidak berhubungan dengan dunia luar sama sekali. Sejak kita 
masih di kandungan, secara tidak langsung kita sudah membayar pajak, yaitu pada 
saat orang tua kita membeli barang-barang keperluan bayi yang dipersiapkan untuk 
kita pada saat kita lahir ke dunia. 
 Mengingat pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, 
maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar pajak yang dibayar 
sekecil mungkin dengan cara menghindarinya. Namun demikian penghindaran pajak 
harus dilakukan dengan cara yang legal agar tidak terkena sanksi baik sanksi 
perpajakan maupun sanksi pidana. 
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Penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah 
berhasil atau tidak untuk mengatur suatu peristiwa sedemikian rupa, untuk 
meminimkan atau menghilangkan beban pajak, mengurangi atau sama sekali 
menghapus dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang 
ditimbulkan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan 
yang berlaku.
89
Setelah kasus Gayus H.P Tambunan terungkap, satu-persatu kasus 
penggelapan pajak mulai terungkap. Direktorak Jendral Pajak (DPJ) paling tidak 
menemukan tiga kasus penggelapan pajak yang merugikan negara hingga ratusan 
milyar rupiah. 
Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tindak pidana karena merupakan 
rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh 
penghematan pajak secara melawan hukum (unlawfully), dan penggelapan pajak 
boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (inherent) pada setiap sistem pajak 
yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi.
90
Penggelapan pajak mempunyai risiko 
terdekteksi yang inherent pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda. 
Tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk meminimalkan risiko terdeteksi biasanya 
para pelaku penggelapan pajak akan berusaha menyembunyikan atau mengaburkan 
asal-usul "hasil kejahatan" (proceeds of crime) dengan melakukan tindak kejahatan 
lanjutannya yaitu praktik pencucian uang, agar dapat memaksimalkan utilitas 
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ekspektasi pendapatan dari penggelapan pajak tersebut.
91
Oleh sebab itulah tindak 
kejahatan di bidang perpajakan termasuk salah satu tindak pidana asal (predicate 
crime) dari tindak pidana pencucian uang. 
Penghindaran pajak dengan cara illegal adalah penggelapan pajak. Hal ini 
perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku.Penggelapan pajak (tax 
evasion) secara umum bersifat melawan hukum (ilegal) dan mencakup perbuatan 
sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar obyek pajak atau perbuatan 
melanggar hukum (fraud) lainnya.
92
Penggelapan pajak terjadi sebelum SKP 
dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud 
melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara 
menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.
93
 
Contoh kasus penggelapan pajak: 
a. Melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya, omset 10 milyar hanya 
dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan sebesar 5 milyar misalnya. 
b. Menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif. 
c. Transaksi export fiktif. 
d. Pemalsuan dokumen keuangan perusahaan. 
e. Melakukan mark up nilai barang yang diimpor. 
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a. Tidak punya kemampuan untuk mencari celah undang-undang pajak. 
b. Apabila dokter/profesional bebas menyembunyikan sebahagian pendapatannya, 
kecil kemungkinan diketahui oleh fiscus karena dia sendiri yang mencatat 
penghasilannya. 
c. Penghasilan para profesional bebas sulit dilacak oleh fiscus karena biaya yang 
dibayar oleh pasien kepada dokter tidak mengurangi penghasilan kena pajak 
seseorang. Biaya tersebut dianggap sebagai konsumsi. 
 Penggelapan pajak bisa terjadi dimana saja, termasuk di Makassar sendiri 
pernah terjadi kasus penggelapan pajak, yaitu tahun 2009 pada PT. Intikarsa Global 
Energi (IGE), yang melalaikan kewajibannya selama 2 tahun dengan tidak membayar 
dan melaporkan pajaknya. Penggelapan pajak terjadi karena adanya faktor 
kesengajaan dari para pelaku seperti tidak mendaftarkan diri atau tidak melaporkan 
usahanya untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak, menyampaikan SPT dan/atau 
keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, menolak untuk dilakukan 
pemeriksaan demi untuk menghidari pajak yang tinggi, dan lain sebagainya. 
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 Tax Evasion mempunyai akibat bagi negara adalah berkurangnyapenyetoran 
dana pajak ke kas negara, atau bahkan tidak ada dana pajak yang masukke kas 
negara. Akibat-akibat penggelapan pajak dapat dilihat dari berbagai bidang, yaitu:
95
 
1. Dalam bidang keuangan 
Pengelakan pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena dapat 
menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dankonsekuensi-konsekuensi lain 
yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi, dll. 
2. Dalam bidang ekonomi 
Pengelakan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para 
pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan pengelakan pajak dengan cara 
menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga, perusahaan yang mengelakkan pajak 
memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. 
Walaupun dengan usaha dan produktifitas yang sama, si pengelak pajak mendapat 
keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur. 
Pengelakan pajak menyebabkan stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi 
atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan pengelakan pajak, 
mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang 
lebih besar, mereka akan melakukan pengelakan pajak. Langkanya modal karena 
wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui 
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fiscus.Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak 
tersebut ke pasar modal. 
3. Dalam bidang psikologi 
Jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja 
membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika wajib pajak 
menggelapkan pajak, maka wajib pajak mendapatkan keuntungan bersih yang lebih 
besar. Jika perbuatannya melangggar undang-undang tidak diketahui oleh fiscus, 
maka dia akan senang karena tidak terkena sangsi dan menimbulkan keinginan untuk 
mengulangi perbuatannya itu lagi pada tahun-tahun berikutnya dan diperluas lagi 
tidak hanya pada pelanggaran undang-undang pajak, tetapi juga undang-undang yang 
lainnya.Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, masih terdapat celah (loophole) 
yang dapat dimanfaatkan perusahaan agar perusahaan dapat membayar pajak secara 
optimal dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. 
 Dalam perpajakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak sedikit orang 
yang manipulasi pajak dengan cara meminimalkan pendapatan pajaknya bahkan ada 
juga yang tidak membayar pajak sama sekali. Padahal mereka sadar bahwa hal itu 
melanggar norma-norma agama sekaligusmelanggar aturan dalam negara.Mereka 
melakukan hal tersebut dengan berbagaialasan. Seorang responden selaku pelaku 




”Menurut saya orang-orang melakukan penggelapan pajak adalah 
karenafaktor: 
1. Para WP lebih mementingkan keluarga daripada negara, artinya 
penghasilan WP yang diperoleh lebih baik diberikan kekeluarganya 
daripada untuk membayar pajak. 
2. Kurangnya sosialisasi dari aparat pajak bahwa betapa pentingnya pajak itu 
untuk masyarakat banyak. 
3. Masyarakat sudah membayar pajak tetapi masyarakat tidak menikmati hasil 
dari pembayaran pajak tersebut, contohnya fasilitas umum.”96 
 
Sedangkan responden lain mengatakan alasanpara wajib pajak melakukan 
penggelapanpajak adalah karena: 
”Saya sebagai ibu rumah tangga mungkin kurang memahami masalah 
perpajakan, tapisaya tahu pajak. Menurut pendapat saya masyarakat 
melakukan penggelapanpajak karena: 
1. Para WP kurang percaya dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. 
2. Pemerintah hanya ngomong doank tidak ada realisasinya. Katapemerintah, 
pajak adalah untuk memfasilitasi masyarakat seperti jalanumum, rumah 
sakit, dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan denganfasilitas umum. 
Tapi mana kenyataannya hanya di kota-kota besar yangterealisasi tapi 
didaerah masih banyak jalanan umum yang rusak dan adajuga rumah sakit 
daerah yang sudah tidak layak pakai. ”97 
 
Pendapat Bapak Mahmud mengatakan alasan WP melakukan penggelapan 
pajak adalah dari faktor keluarga, karena WP menganggap keluarga adalah segala-
galanya. Misalnya, sang WP yang dalam gaya hidupnya selalu mewah dan membeli 
barang-barang yang super mahal dan ketika penghasilan sang WP menurun bukan 
tidak mungkin penghasilan yang digunakan untuk membayar pajak malah digunakan 
untuk keperluan keluarga yang tidak perlu. Fiskus kurang mensosialisasikan bahwa 
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pajakadalah sumber penerimaan negara yang terbesar, manfaat dari pajak juga 
sangatberguna bagi masyarakat banyak. 
Ibu Nur juga mengungkapkan pendapatnya alasan WP melakukan 
penggelapan pajakadalah karena para WP pajak kurang percaya dengan aturan yang 
dibuat olehpemerintah. Seperti sekarang, WP banyak melihat para fiskus melakukan 
korupsi danselalu menganggap fiskus menjadi kaya karena uangnya didapat dari uang 
pajak. Padahal pemerintah membuat aturan bahwa korupsi itu dilarang tetapi mereka 
sendiri melakukan korupsi, itulah sebabnya masyarakat melakukan penggelapan 
pajak. 
Jadi dari beberapa pendapat yang telah disampaikan alasan WP melakukan 
penggelapan pajak menurut peneliti adalah pemerintah tidak banyak menunjukkan 
realisasi seperti fasilitas umum, sehingga banyak masyarakat tidak menikmati 
fasilitas tersebut dan menganggap pemerintah itu tidak adil karena mereka melihat 
fasilitas yang banyak itu hanya di kota-kota besar, sedangkan yang ada di daerah 
fasilitas yang diberikan kurang. Alasanlainnya WP melakukan penggelapan adalah 
masyarakat kurang menikmati fasilitas,seperti didaerah. Mereka menganggap bahwa 
fasilitas yang banyak hanya ada di kotabesar sedangkan didaerah fasilitasnya masih 
kurang, jadi penggelapan pajak masih banyak dilakukan. 
Penggelapan pajak dikatakan karena ada sekolompok orang yang kurang atau 
bahkan tidak percaya pada kekuasaan pemerintah dan menganggap pajak adalah 
suatu pencurian hak warga Negara dengan menyita asset tanpa disetujui oleh 
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pemiliknya. Bapak Didin seorang pelaku usaha sekaligus wajib pajak juga 
mengemukakan: 
”..Kan sudah saya bilang sebelumnya bahwa penggelapan pajak itu biasa 
terjadi. Jika pemerintah masih saja kayak gini yaitu belum 
menunjukkanrealiasinya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat 
menganggap bahwapembayaran pajak adalah pencurian yang dilakukan 
pemerintah, seperti halnyakaryawan mereka bekerja untuk perusahaan dan 
ketika mereka menerima gaji,gaji mereka dipotong untuk ini itu salah satunya 
untuk pajak. Kadang merekatidak ikhlas dan dalam Islam orang yang 
mengambil barang orang lain danorang tersebut tidak ikhlas, maka hal itu 
adalah sebuah pencurian.”98 
 
Penggelapan pajak itu bisa juga terjadi, kalau dilihat dari kondisi sekarang 
yaitu masih belum banyak realisasi pemerintah yang diterapkan kepada masyarakat, 
hal ini yang membuat enggan masyarakat untuk membayar pajak. Ada masyarakat 
yang menganggap kalau pemerintah itu adalah pencuri uang masyarakat. Mereka juga 
beranggapan bahwa penggelapan pajak itu dilihat dari kondisi Indonesia saat ini yaitu 
banyaknya aparat pajak melakukan korupsi dari hasil uang pajak, sehingga membuat 
WP tidak mau membayar pajak. Memangkenyataan tersebut sering mengecewakan 
masyarakat.Sering kali ditemukanketidakjujuran dari aparat pajak itu sendiri. Hal ini 
seperti yang diungkapkan olehseorang responden: 
”...Alasan masyarakat khususnya wajib pajak melakukan penggelapan pajak 
adalah karena mereka melihat kalau aparat pajak itu suka korupsi dari hasil 
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pajak masyarakat, mereka gak percaya lagi jadinya akhirnya mereka gak mau 
bayar pajak..”99 
 
Opini masyarakat juga mengatakan selain WP tidak mau membayar pajak 
karena belum banyak realisasi yang diterapkan oleh pemerintah, alasan lain yang 
membuat WP melakukan penggelapan pajak adalah banyak disorot aparat pajak yang 
melakukan korupsi dan korupsi itu didapat dari uang pajak. Hal ini yang membuat 
para wajibpajak tidak mau melakukan pembayaran pajak. 
 Motif yang melatar belakangi para pelaku penggelapan pajak bermacam-
macam, seperti salah satu contoh kasus yang terjadi di Makassar yaitu salah satu 
pegawai pada perusahaan dipercayakan untuk membayarkan pajak dua perusahaan 
sekaligus, namun pada saat pemeriksaan kedua perusahaan tersebut belum 
membayarkan pajaknya sampai tuntas, setelah diadakan penyelidikan, ternyata 
pegawai yang dipercaya tersebut cuman membayarkan dan melaporkan pajak kedua 
perusahaan tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang mestinya dibayarkan dan 
dilaporkan, pegawai tersebut membawa lari dana pajak tersebut dan melarikan diri 
hingga ke Merauke, Papua, akhirnya pegawai tersebut diciduk di papua. Pegawai 
tersebut melakukan penggelapan dana pajak adalah dalam demi untuk kesenjangan 
sosial, kebutuhan pribadi, dan demi mendapatkan keuntungan yang besar. Pada 
umumnya masyarakat juga berpendapat bahwa motif yang mendasari pelaku untuk 
melakukan penggelapan pajak itu karena kebutuhan ekonomi yang melunjak, dan 
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karena kurangnya kesadaran pelaku tentang hak dan kewajiban. Tidak jauh beda 
dengan pendapat para aparat pajak KPP Madya Makassar yang mengatakan bahwa 
motif yang mendasari penggelapan pajak, yaitu faktor kesengajaan untuk mencari 
keuntungan yang sebesar-besarnya, keuntungan pribadi, kebutuhan yang tinggi, yang 
ujung-ujungnya demi untuk kepuasan pribadi. 
 Dari ulasan yang telah disampaikan, penulis berpendapat secara garis besar 
motif yang melatar belakangi penggelapan pajak, yaitu: motif fisiologis motif itu 
timbul apabila adanya kebutuhan yang diperlukan. Apabila ada kebutuhan, maka hal 
ini memicu organisme untuk bertindak atau berperilaku untuk memperoleh kebutuhan 
yang diperlukan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk hidup, seperti 
mendapat keuntungan yang lebih besar, kebutuhan hidup enak, tuntutan dari 
kebutuhan keluarga, dan lain sebagainya. Motif yang kedua yaitu motif sosial, yaitu 
dorongan-dorongan yang didasarkan pada kebutuhan atau need ini akan 
meningkatkan peformance, sehingga dengan demikian akan terlihat tentang 
kemampuannya dalam hal kekayaan, kebutuhan akan kekuasaan danini timbul dan 
berkembang dalam interaksi sosial. Dalam interaksi sosial orang akan mempunyai 
kebutuhan untuk berkuasa (power). Kebutuhan akan kekuasaan ini bervariasi dalam 
kekuatannya dan dapat diungkapkan dengan teknik proyeksi. Orang yang mempunyai 
(power need) tinggi akan mengadakan kontrol, mengendalikan atau memerintah 
orang lain, dan ini merupakan salah satu indikasi atau salah satu manifestasi dari 
power need tersebut. 
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Motif lain yang dapat dikemukakan oleh penulis tentang penggelapan pajak 
yaitu karena kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan para aparatur 
pajak dikarenakan banyaknya kasus korupsi, dan penggelapan dana pajak oleh para 
birokrasi pemerintahan, serta pengalokasian dana pajak yang belum terealisasi secara 
optimal dan pemanfaatan falisitas publik yang belum dirasakan masyarakat, sehingga 
banyak masyarakat yang beropini bahwa dana pajak telah terpakai untuk kebutuhan 
pribadi. 
 Penggelapan pajak dapat dihindari dengan cara taat dan patuh pada undang-
undang perpajakan, serta dengan adanya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tindak pidana 
perpajakan dapat dihindari apalagi penggelapan pajak, KPP khususnya KPP Madya 
Makassar berfungsi sebagai dewan pengawas dan pemeriksaan pelaporan pajak dari 
Wajib Pajak yang berada di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi 
Utara. Penghindaran penggelapan pajak dapat juga dibantu oleh masyarakat umum, 
dimana masyarakat dapat menyampaikan informasi, data, laporan, dan pengaduan 
(IDLP) dengan disertai dokumen pendukung sebagai bukti adanya indikasi tindak 
pidana bidang perpajakan kepada Direktorat Jendral Pajak. 
C. Penggelapan Pajak dalam Tinjauan Ekonomi Islam 
Di Indonesia pada umumnya, pembayar pajak, badan maupun 
perorangan,belum membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. Mungkin masih banyak dari pembayar pajak, termasuk para pejabat dan 
pegawai negeri, juga dari kalangan militer dan polisi, tidak melaporkan kewajiban 
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pembayaran pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Alhasil, para pejabat 
termasuk juga dari kalangan aparatur pajak sendiri, ikut beramai-ramai menggelapkan 
pajak. Bapak Akbar  misalnya mengatakan: 
”Sekarang ini orang-orang banyak melakukan penggelapan pajak karena 
mereka belum tahu apa sebenarnya arti pajak itu, bahkan mereka yang sudah 
tahu pentingnya pajak bagi negara masih saja melakukan penggelapan.”100 
 
Sekarang ini, banyak WP dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan 
penggelapan pajak, yaitu sengaja tidak melaporkan pajak terutangnya kepada negara. 
Mereka yang tidak sengaja untuk tidak membayar pajak adalah mereka yang tidak 
tahu bahwa penghasilannya tersebut sudah dikenai pajak, seperti seseorang mendapat 
penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.200.000 dan setahun penghasilannya sudah 
mencapai 14.400.000. menurut peraturan perundang-undangan orang tersebut sudah 
dikenai pajak, tetapi dia tidak tahu kalau dia sudah wajib membayar pajak 
Dalam Islam, pungutan pajak pada zaman modern setelah berlalunya zaman 
pemerintahan daulah Khalifah Islamiyah, menurut para fuqaha terbagi dalam dua 
pendapat, ada yang membenarkan dan ada pula yang menentangnya. Alasan 
kelompok yang menentang sebagian besar adalah karena pemerintahan yang ada 
sekarang bukan dipimpin oleh pemerintah yang sah secara “Syariat Islam”, dan 
apabila pemerintahan semacam ini diperbolehkan menarik pajak,maka dikhawatirkan 
pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan. 
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Bagi para fuqaha yang membolehkan beranggapan bahwa, kewajiban 
membayar pajak, mempunyai arti pembayaran yang mereka lakukan berguna bagi 
negara agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif karena dana dari pajak 
tersebut secara langsung atau tidak langsung dipergunakan untuk pelayanan-
pelayanan yang diperoleh dari negara, seperti perlindungan keamanan dalam negeri 
maupun luar negeri, pembangunan jalan, pelabuhan laut, bandar udara, pasokan air 
bersih, kebersihan jalan raya dan lingkungan, serta perawatan sistem drainase dan 
lainnya. Dalam Islam pemungutan pajak dilakukan kepada warga negara muslim 
yang mampu dan mempunyai penghasilan yang cukup, karena jika pungutan pajak 
dipungut kepada warga negara yang tidak mampu, maka hal itu tidak beretika dan 
berakhlak karena sama dengan suatu penindasan. 
Penggelapan pajak dapat diartikan atau penyelewengan uang pajak atau istilah 
kerennya korupsi. Mengingat besarnya peranan fungsi pajak dan penerimaan pajak di 
Indonesia, apalagi di kota Makassar dan bagi seluruh masyarakatnya, aparat pajak 
harus menyadari, apabila terjadi ketidakjujuran dan tindakan dalam semua bentuk 
kejahatan adalah dosa yang sangat besar, baik kepada sesama manusia masyarakat 
bangsa dan juga kepada Tuhan. 
Petugas pajak yang bersekongkol dengan wajib pajak dan mengajari 
bagaimana memperkecil tagihan pajak sembari menerima “hadiah, uang pelicin” dari 
wajib pajak tersebut juga termasuk korupsi juga. Tindakan ini dikecam dan 
dinyatakan sebagai tindakan yang zalim karena dampaknya merugikan rakyat dan 
79 
 
mengancam stabilitas keuangan negara. Dalam Islam penggelapan pajak sangatlah 
dilarang karena termasuk memakan harta dengan cara yang bathil dan dzalim, 
sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188: 
                                
               
 
Terjemahannya: 
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara 
kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta 
itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta 
benda orang lain itu (dengan jalan berbuat) dosa, padahal kamu 
mengetahui.”101 
 
 ف لمع ىلع هانلمعتسا نم ٌلُىللغ ىهف كلد دعب دخا امف اقزر هانقزر ىبا هاور(
) ةديرب نع مكاحلاو دواد 
Artinya: 
“Barang siapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu aku beri 
gajinya, maka sesuatu yng diambil di luar gajinya itu adalah penipuan 
(haram).”(HR. Abu Daud, Hakim dari Buraidah)102 
 Hadis di atas berupaya memberikan pencegahan sebelum terjadi kerusakan 
sistem akibat hadiah dan bingkisan bagi pejabat atau pegawai yang mengurusi suatu 
tugas terkait urusan publik. Pejabat atau pegawai yang telah mendapatkan gaji atau 
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pendapatan resmi dan sah sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak diperkenankan 
menerima hadiah dari pihak-pihak lain yang sangat mungkin memiliki kepentingan 
tertentu yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Dari hadis di atas 
pula, dapat dikembangkan apa yang kini dikembangkan audit kekayaan pejabat 
sebelum dan sesudah menjabat suatu posisi. Artinya, siapa saja yang mengaku suatu 
jabatan diminta menyerahkan daftar kekayaan secara jujur kepada pihak 
berwenang.Daftar tersebut menjadi bahan pertimbangan untukmenerima atau tidak 
pertanggungjawaban pejabat tersebut ketika purnatugas. 
 Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan 
semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada 
Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran 
seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan juga untuk subsidi 
masyarakat seperti BBM, Listrik, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Selain itu 
amanat yang telah diemban itulah yang tentunya wajib untuk dilaksanakan sebaik-
baiknya. Allah swt berfirman dalam beberapa ayat mengenai keajiban menjalankan 
amanat, yaitu Qs. Al-Anfal: 27 
                           





“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 




 Amanat tentunya adalah sebuah kepercayaan yang wajib untuk dipelihara dan 
disampaikan kepada yang berhak menerimanya.Ayat-ayat tersebut menunjukkan 
adanya kewajiban menyampaikan amanat dan memelihara amanat yang telah 
dibebankan kepada orang yang dipercayanya.Sehingga apabila kewajiban yang tidak 
ditunaikan, tentunya terdapat keharaman dan hukuman yang mengiringinya. Seperti 
pada kasus penggelapan pajak, para wajib pajak dan aparat pajak diamanahkan untuk 
memenuhi amanahnya masing-masing dan tidak bertindak dari apa yang telah 
diamanahkan. 
 Masyarakat beropini bahwa penggelapan pajak ditinjau dari sudut pandang 
ekonomi Islam merupakan suatu pelanggaran karena di dalamnya terdapat hak-hak 
orang lain. Dan para aparatur pajak juga berpendapat bahwa penggelapan pajak 
ditinjau dari segi agama manapun pastinya akan melarang, apalagi kalau ditinjau dari 
ekonomi Islam, yang pastinya dalam sistem ekonomi Islam melarang mengambil hak 
atau harta orang lain yang bukan haknya demi untuk kepentingan dan kepuasan 
pribadi. Hal ini juga sejalan dengan pendapat salah satu dosen yang mengatakan: 
“Penggelapan pajak ditinjau dari segi ekonomi Islam, termasuk perbuatan 
dosa karena mengambil yang bukan haknya, apalagi kalau yang melakukan 
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adalah para aparatur pajak itu sendiri, karena mengingkari janji dan sumpah 
sebagai aparatur negara pemerintah dalam bidang perpajakan.”104 
 Pendapat lain juga mengatakan bahwa: 
“Kalo ditinjau dari segi Islam, penggelapan pajak itu berdosa, karena pajak 
tujuannya untuk pembangunan, jadi kalo digelapkan berapa banyak hak-hak 
rakyat yang diambil. Kenapa tidak menerapkan sistem pajak seperti zakat, 
contohnya dulu di kabupaten Bulukumba pernah menerapkan hal tersebut, 
pajak disamakan seperti zakat, akhirnya pendapatan perkapita mereka 
meningkat.”105 
 
Penggelapan pajak yang ditinjau dari Ekonomi Islam, menurut salah satu 
dosen adalah perbuatan dosa karena mengambil hak orang lain untuk kepentingan 
pribadi. Lain halnya menurut salah satu wajib pajak, mengatakan bahwa penggelapan 
pajak ditinjau dari ekonomi Islam adalah perbuatan yang tidak baik, berdosa, dan 
sudah berbohong kepada negara, karena pajak bertujuan untuk pembangunan, dan 
pembiayaan gaji, subsidi, dan lainnya. Jadi kalau dana pajak digelapkan berapa 
banyak hak-hak rakyat yang diambil oleh orang tertentu atau kelompok tertentu. 
Menurut Ekonomi Islam penggelapan pajak itu tidak beretika dari segi peraturan yang 
sudah dibuat oleh pemerintah, karena peraturanyang dibuat pemerintah tentang pajak 
sekarang sudah mendekati sempurna. 
Dari beberapa pendapat yang telah disampaikan, peneliti berpendapat bahwa, 
penggelapan pajak ditinjau dari ekonomi Islam adalah perbuatan yang tidak beretika, 
dan tidak bermoral, juga perbuatan dosa karena termasuk dengan mengambil hak atau 
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harta orang lain dengan cara yang bathil, dan merugikan beberapa pihak demi untuk 
kepentingan dan kebutuhan pribadi, dan hal ini juga dipertegas dengan surah Al-
Baqarah ayat 188. Oleh karena itu dalam hal perpajakan harus didasari dengan asas 
kebenaran dan kejujuran, dan juga pengawasan yang ketat dari beberapa sektor 
sehingga penggelapan dana pajak dapat diminimalisir dan dapat dihindari. 
 Sebagai masyarakat yang baik serta cinta bangsa dan negara, kita seharusnya 
ikut serta dalam penanggulangan penggelapan pajak. Uang pajak adalah uang seluruh 
rakyat yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peduli terhadap 
tindakan penggelapan pajak berarti peduli dengan perkembangan dan kemajuan 










Berdasarkan hasil penelitian dan uraian, penulis menarik kesimpulan dengan 
melihat motif penggelapan dana pajak di Kota Makassar dalam tinjauan ekonomi 
Islam, adalah sebagai berikut: 
1. Motif yang melatarbelakangi para pelaku penggelapan pajak bermacam-
macam, motif yang mendasari pelaku untuk melakukan penggelapan pajak itu 
karena kebutuhan ekonomi yang melunjak, dan karena kurangnya kesadaran 
pelaku tentang hak dan kewajiban, serta kurangnya rasa kepercayaan 
masyarakat kepada birokrasi pajak. Tidak jauh beda dengan pendapat para 
aparat pajak KPP Madya Makassar yang mengatakan bahwa motif yang 
mendasari penggelapan pajak, yaitu faktor kesengajaan untuk mencari 
keuntungan yang sebesar-besarnya, keuntungan pribadi, kebutuhan yang 
tinggi, yang ujung-ujungnya demi untuk kepuasan pribadi. 
2.  Dalam Islam penggelapan pajak sangatlah dilarang karena termasuk memakan 
harta dengan cara yang bathil dan dzalim, sebagaimana Allah SWT berfirman 
dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188. Masyarakat juga beropini bahwa 
penggelapan pajak ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam merupakan 
suatu pelanggaran karena di dalamnya terdapat hak-hak orang lain. Dan para 
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aparatur pajak juga berpendapat bahwa penggelapan pajak ditinjau dari segi 
agama manapun pastinya akan melarang, apalagi kalau ditinjau dari ekonomi 
Islam, yang pastinya dalam sistem ekonomi Islam melarang mengambil hak 
atau harta orang lain yang bukan haknya demi untuk kepentingan dan 
kepuasan pribadi. Salah satu wajib pajak juga mengatakan bahwa penggelapan 
pajak ditinjau dari ekonomi Islam adalah perbuatan yang tidak baik, berdosa, 
dan sudah berbohong kepada negara, karena pajak bertujuan untuk 
pembangunan, dan pembiayaan gaji, subsidi, dan lainnya. Jadi kalau dana 
pajak digelapakan berapa banyak hak-hak rakyat yang diambil oleh orang 
tertentu atau kelompok tertentu. 
 
B. Saran-Saran 
Penulis mengemukakan saran-saran dari hasil penelitian sebagai berikut: 
1. Masyarakat kota Makassar mestinya membantu untuk menghindari dan 
menanggulangi tindak pidana perpajakan, terutama dalam hal penggelapan 
pajak dengan menyampaikan informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDPL) 
dan disertai dokumen pendukung sebagai bukti dari para wajib pajak/aparatur 
pajak sebagai indikasi tindak pidana perpajakan kepada Direktorat Jenderal 
Pajak. 
2.  Wajib pajak kota Makassar harus menaati dan mematuhi peraturan pajak 
yang telah ditetapkan, dan membayarkan pajaknya tepat pada waktunya, serta 
melaporkan pajaknya sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
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3. Bagi para aparatur pajak, harus memberi himbauan kepada msyarakat kota 
Makassar, bersosialisasi, mengadakan penyuluhan tentang pentingnya pajak, 
pendekatan dengan masyarakat kota Makassar terutama bagi para Wajib 
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Daftar Pertanyaan Wawancara 
a. Masyarakat Umum 
1. Apa yang anda ketahui tentang pajak? 
2. Pernahkah anda mendengar kasus Gayus Tambunan?, bagaimanakah 
menurut anda? 
3. Ada kesan bahwa setelah kasus Gayus, masyarakat kurang percaya dengan 
sistem birokrasi pajak, bagaimana menurut anda sistem perpajakan yang ada 
di Makassar? 
4. Kasus Gayus termasuk dalam tindak pidana penggelapan pajak. Apa yang 
anda ketahui tentang penggelapan pajak? 
5. Menurut anda, apakah kasus penggelapan pajak terjadi juga di Makassar? 
6. Menurut anda apakah motif yang mendasari untuk melakukan penggelapan 
pajak?, lalu apa saran anda untuk selanjutnya? 
7. Bagaimana menurut anda penggelapan pajak dalam tinjauan ekonomi 
Islam? 
b. Aparat pajak 
1. Apa sebenarnya pajak itu? 




3. Kapan masyarakat harus membayar pajak? 
4. Bagaimana kalau masyarakat tak membayar pajak atau memanipulasi data 
keuangan demi menghindari pajak? 
5. Apakah ada pajak yang terutang?, dan bagaimana cara menyetor pajak yang 
terutang? 
6. Apakah ada penggelapan pajak yang terjadi? 
7. Seperti apa penggelapan pajak itu? 
8. Menurut anda apakah tak membayar pajak dan memanipulasi data keuangan 
demi penghindaran pajak termasuk dalam penggelapan dana pajak, dan apa 
alasan anda? 
9. Menurut anda apakah motif yang mendorong untuk melakukan penggelapan 
pajak?, lalu apa saran anda dalam menanggulangi penggelapan pajak? 
10. Bagaimana menurut anda penggelapan pajak dalam tinjauan ekonomi 
Islam? 
c. Para wajib pajak/ pelaku 
1. Apa yang anda ketahui tentang pajak? 
2. Kapan dan bagaimana anda menjadi wajib pajak? 
3. Jenis pajak apa yang anda setorkan? 
4. Apakah beban pajak yang harus anda setorkan membebani, jelaskan 
alasannya? 




6. Selama anda menjadi wajib pajak adakah penggelapan pajak yang terjadi? 
7. Menurut anda apakah motif yang mendorong pelaku dalam penggelapan 
dana pajak? 
8. Apakah saran anda dalam menangani penggelapan pajak yang terjadi? 
9. Bagaimana menurut anda penggelapan pajak dalam tinjauan ekonomi 
Islam? 
d. Para akademi sipajak 
1. Apakah sebenarnya pajak itu? 
2. Apakah anda termasuk dalam wajib pajak? 
3. Apakah anda adalah konsultan pajak?, jika Ya, apa itu konsultan pajak? 
4. Menurut anda apakah pajak merupakan pemopang terbesar dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)?, jelaskan alasannya! 
5. Bagaimana sistem perpajakan yang ada sekarang menurut anda? 
6. Adakah penggelapan pajak yang terjadi pada sistem perpajakan kita? 
7. Menurut anda apakah motif yang mendorong para pelaku dalam 
penggelapan pajak?, lalu apa saran anda dalam menanggulangi hal ini? 
8. Bagaimana menurut anda penggelapan pajak dalam tinjauan ekonomi 
Islam? 
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